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KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  KOTA CIMAHI 

NOMOR : 177 TAHUN 2024 

TENTANG  

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN 

INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  

KOTA CIMAHI TAHUN 2024  

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI, 

 

Menimbang  : a. bahwa demi tertib administrasi pengelolaan 

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU 

Kota Cimahi perlu dibentuk Tim Pengelola 

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 

(JDIH) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum 

Kota Cimahi Tahun 2024; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi 

tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan 

Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan 

Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Tahun 

2024; 

 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan 

Lembaran ... 
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6905) 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4846); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5028); 

4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 6109) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas 

Undang-Undangan Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 6863); 

5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang 

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 82); 

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang 

Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi 

dan Informasi Hukum (Lembaran Berita Negara 

Tahun 2013 Nomor 218); 

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 

Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan 

Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 

Pemilihan ... 
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Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan 

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 

Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan 

Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 

Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan 

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 

Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan 

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 

Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan 

Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal 

Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 

Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 

Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan 

Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal 

Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 

 

 

 

 

MEMUTUSKAN ... 
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI 

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA 

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM 

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA 

CIMAHI TAHUN 2024. 

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan 

Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan 

Umum Kota Cimahi Tahun 2024 sebagaimana terdapat 

dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Keputusan ini. 

KEDUA 

 

: Tugas Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan 

Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan 

Umum Kota Cimahi sebagaimana dimaksud dalam 

diktum KEDUA terdapat dalam Lampiran II yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan 

ini. 

KETIGA 

 

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya 

Keputusan ini dibebankan pada Anggara Belanja 

Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi. 

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 
 

Ditetapkan di Cimahi 
Pada tanggal 7 November 2024 

 
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KOTA CIMAHI 
 

Ttd. 

  
ANZHAR ISHAL AFRYAND 

 
 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 
Sekretariat KPU Kota Cimahi 

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan 
Pemilu dan Hukum 

 
 
 

Wina Winiarti 
NIP. 198308242009122002 
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 LAMPIRAN I 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI  

 NOMOR : 177 TAHUN 2024 

 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN 

DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI 

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KOTA CIMAHI TAHUN 2024  

 TANGGAL : 7 NOVEMBER 2024 

 

 

TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI 

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI TAHUN 2024 

 

 

STRUKTUR SATUAN 

TUGAS 

NAMA PETUGAS KET 

1 2 3          

Pembina 1. Anzhar Ishal Afryand 

2. Yosi Sundansyah 

3. Djayadi Rachmat 

4. La Media 

5. Emsidelva Okasti 

1. Ketua 

2. Anggota 

3. Anggota 

4. Anggota 

5. Anggota 

Penanggungjawab  Charlyasi M. Siadari Sekretaris 

Pelaksana Teknis Wina Winiarti Kasubbag Teknis 

Penyelenggaraan Pemilu 

dan Hukum 

Pelaksana Teknis Devi Yuni Astuti Pelaksana Subbag Teknis 

Penyelenggaraan Pemilu 

dan Hukum 
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Pelaksana Teknis Nurul Eka Sukma Pelaksana Subbag 

Keuangan, Umum dan 

Logistik 

Pelaksana Teknis Winda Winarni Pelaksana Subbag Sumber 

Daya Manusia dan 

Partisipasi Masyarakat 

Pelaksana Teknis Risad Bachtiar Pelaksana Subbag 

Program dan Data 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Sekretariat KPU Kota Cimahi 

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan 
Pemilu dan Hukum 

 
 
 

Wina Winiarti 
NIP. 198308242009122002 

 

Ditetapkan di Cimahi 

Pada tanggal 7 November 2024 
 
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KOTA CIMAHI 
 

Ttd. 
 

ANZHAR ISHAL AFRYAND 
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LAMPIRAN II 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI  

 NOMOR : 177 TAHUN 2024 

 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN 

DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI 

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KOTA CIMAHI TAHUN 2024  

 TANGGAL : 7 NOVEMBER 2024 

 

TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM 

 

STRUKTUR SATUAN 
TUGAS 

URAIAN TUGAS KET 

1 2 3          

Pembina a. Memberikan arahan dalam pengelolaan 

JDIH; dan 

b. Mengawasi pelaksanaan pengelolaan 

JDIH 

 

Penanggungjawab  a. Mempertanggungjawabkan penggunaan 

anggaran; 

b. Memimpin jalannya rapat dalam rangka 

proses pengelenggaraan pengelolaan 

JDIH; 

c. Menetapkan jadwal pengelolaan JDIH; 

d. Mengevaluasi pelaksaan pengelolaan 

JDIH; 

e. Mengoordinir Tim dalam mengambil 

langkah dalam pelaksanaan pengelolaan 

JDIH; 

f. Mempertanggungjawabkan pelaksanana 

pengelolaan JDIH; dan 

g. Melaporkan hasil kegiatan 

penyelenggaraan pengelolaan JDIH. 

 

Pelaksana Teknis a. Menyiapkan/melaksanakan rapat 

persiapan pelaksanaan pengelolaan 

JDIH, jadwal dan Surat Keputusan; 

b. Membantu Ketua mengoordinasikan 

pelaksanaan pengelolaan JDIH; 

c. Memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan 

JDIH dan kesekretariatan; 

d. Menyusun laporan hasil pelaksanaan 

pengelolaan JDIH; 
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e. Membantu menyiapkan ketersediaan 

dokumentasi dan informasi; 

f. Melaksanakan standardisasi teknis 

pengelolaan JDIH; 

g. Melakukan pengunggahan seluruh 

kegiatan yang berkaitan dengan hukum; 

h. Mengelola sarana dan prasarana serta 

pemanfaatan teknologi JDIH; 

i. Melakukan evaluasi dan pelaporan 

pengelolaan JDIH; dan 

j. Melaksanakan kegiatan pengembangan 

Sumber Daya Manusia untuk 

meningkatkan kapasitas Tim Pengelola. 

 

 

 

 

Ditetapkan di Cimahi 
Pada tanggal 7 November 2024 

 
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KOTA CIMAHI 

 
Ttd. 

  
ANZHAR ISHAL AFRYAND 

 
 

 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 
Sekretariat KPU Kota Cimahi 

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan 
Pemilu dan Hukum 

 
 
 

Wina Winiarti 
NIP. 198308242009122002 
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